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The crime of robbery is one form of crime that has become a serious 

concern in the criminal justice system. The phenomenon of robbery 

has caused deep concern in society, because this incident often 

causes significant material losses, psychological trauma, and even 

takes the lives of victims. This is what makes the author interested in 

conducting this study with the aim of 1. To analyze the factors that 

cause robbery crimes. 2. To find out the legal sanctions for 

perpetrators of theft and robbery with violence (Begal). using the 

Normative Juridical research method.  The results of the research 

that has been conducted show that robbery and robbery crimes often 

occur due to weak social control triggered by anomie in society. The 

main factors that drive the perpetrators are economic inequality and 

low education, which encourage individuals to take shortcuts. 

Prevention efforts require increasing access to education and 

reducing economic disparities. Robbery, as a form of violent theft, is 

regulated in Article 365 of the Criminal Code with the threat of severe 

penalties of up to 15 years in prison or the death penalty. Although 

the rules are clear, weak law enforcement and light sentences trigger 

high cases. The application of strict sanctions is necessary to create 

a deterrent effect and maintain public order. 
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1. PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan 

pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.  

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang 

pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya 

ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya 
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mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam 

kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai 

moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya (Burlian, 2016). 

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak 

pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak 

seseorang dengan unsur sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan 

diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana 

pencurian mulai berkembang, yaitu tidak hanya merampas barang seseorang secara 

diam diam dan dengan cara bersembunyi, namun juga dapat dilakukan dalam berlalu 

lintas dengan memanfaatkan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam 

konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan Begal yang menggunakan 

senjata tajam. Kejahatan Begal yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan Begal 

yang menggunakan senjata tajam ditandai dengan penggunaan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena 

kejahatan Begal ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, 

karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma 

psikologis, bahkan merenggut nyawa korban (Pradana, 2021). 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana yang 

relevan dalam menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satunya adalah 

implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan penggunaan kekerasan dalam pencurian 

termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijerat sesuai dengan ketentuan hukum 

pidana yang berlaku. Selain itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan 

penanganan kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam juga dapat ditemukan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. 

Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian 

dengan kekerasan, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memproses pelaku 

Begal yang menggunakan senjata tajam di Kepolisian. Kepolisian juga melakukan 

koordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan pelaku Begal yang 

menggunakan senjata tajam diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan 

mereka (Sudarto, 2018). 

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan 

hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan di 

Indonesia. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencurian yang melibatkan 

penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pasal 365 KUHP 

secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang 

melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang merujuk pada Pasal 365 ayat (1) 

KUHP, disebutkan bahwa : 
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1) "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang 

milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, 

dipidana karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan 

tahun."  

2) “Apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan 

kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau menderita luka berat, 

atau cacat tubuh yang tetap, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling lama dua puluh tahun." (Azizah, 2021)  

Ketentuan ini menekankan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai 

hukuman penjara dengan jangka waktu yang cukup lama. Pasal 365 KUHP juga 

mengatur mengenai ancaman hukuman yang lebih berat apabila tindakan pencurian 

dengan kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, kehilangan 

nyawa, atau kecacatan tubuh yang bersifat tetap (Yusuf, 2019). Pasal 365 KUHP juga 

memberikan landasan bagi pengadilan dalam menentukan sanksi tambahan yang 

dapat diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Sanksi tambahan 

tersebut dapat berupa pidana penjara selama-lamanya sepertiga lebih berat dari 

pidana pokok yang dijatuhkan, tergantung dari keadaan dan karakteristik tindakan 

pidana yang dilakukan. Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan 

kekerasan merupakan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi 

kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam di Indonesia. Ketentuan ini 

memberikan kepastian hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak 

pidana tersebut. Dalam implementasinya, kepolisian dan lembaga peradilan bekerja 

sama dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan 

kekerasan dijerat sesuai dengan ketentuan yang ada (Mawardi, 2020). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat”.  

Dalam menghadapi tantangan kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam, 

diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berkelanjutan melalui 

peran dari instansi kepolisian sebagai salah satu instasi yang berwenang dalam 

menanggulangi permasalahan tersebut. Peran tersebut melibatkan berbagai aspek, 

mulai dari peran dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Namun, implementasi hal tersebut dalam 

menanggulangi kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam tidak selalu 

berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya 
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koordinasi antara lembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia dan 

anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan 

dan mencegah kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, 

perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan kebijakan 

hukum pidana guna meningkatkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan 

Begal yang menggunakan senjata tajam (Widianti, 2018). 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas 

beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana Perampasan dengan kekerasan (Begal) ? 

2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana Pencurian dan 

Perampasan dengan kekerasan (Begal)  ? 

2. ANALISA DAN HASIL 

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dan Perampasan dengan 

Kekerasan ( Begal ) 

Kejahatan, khususnya pembegalan dengan kekerasan atau saat ini 

perampokan, menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak terlihat di berbagai 

tempat. Hal ini karena, pelaku pencurian dengan kekerasan semakin terpacu untuk 

melakukan aksinya tanpa memandang korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak 

peduli situasi di lapangan sedang cepat atau tidak (Yoshicho, 2019). 

Dalam kasus pembegalan, para pelaku mungkin tidak mempertimbangkan 

dampak kemanusiaan dari tindakan mereka, terutama karena insentif finansial atau 

ketidakpuasan yang mendalam. Perampokan yang mengakibatkan cedera atau 

kematian adalah contoh tragis bagaimana anomie dapat mengganggu keseimbangan 

sosial dan memicu perilaku destruktif yang berdampak negatif pada individu dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat memotivasi seseorang untuk 

melakukan pencurian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan cedera atau bahkan 

kematian pada korbannya. Pertama, faktor ekonomi seringkali menjadi pemicunya, 

dimana pelaku kejahatan mungkin merasa putus asa atau kekurangan uang dan 

melihat perampokan sebagai cara cepat untuk menjadi kaya. Anomie terjadi ketika 

masyarakat merasa dikucilkan atau tidak mempunyai akses yang sama terhadap 

peluang ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan rasa ketidakadilan sosial dapat 

memotivasi masyarakat untuk mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya, 

misalnya melalui kejahatan seperti perampokan. 

Kemudian, terdapat pula faktor lainnya seperti faktor pendidikan. Pendidikan 

sebagian besar berarti proses kehidupan batin mengembangkan diri dan individu 

untuk hidup dan melanjutkan kehidupan Jadi orang yang terpelajar itu sangat penting. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempengaruhi terjadinya 

pencurian dengan kekerasan, dan banyak faktor yang tingkat pendidikannya rendah. 
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Kurangnya pendidikan dapat memperburuk kesenjangan sosial, yang pada akhirnya 

dapat berujung pada pembegalan, dimana masyarakat yang kurang berpendidikan 

berusaha mengatasi perasaan tidak aman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal 

ini menyoroti pentingnya pendidikan formal dalam mencegah kejahatan seperti 

pencurian dengan kekerasan (Hisyam, at al, 2023).  

 

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Perampasan dengan 

Kekerasan ( Begal )  

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya 

kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang 

sama terkait kejahatan begal. 

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara 

paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada 

perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan 

melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana 

Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum 

pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut. 

Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil 

suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku 

begal dihukum penjara selama 5 tahun (Moeljatno, 2004: 129). 

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah 

dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur 

objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam 

arti sempit terbatas pada menggerakan barang dan jari-jari, memegang barangnnya 

dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana 

pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus 

berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak 

diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan 

tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada 

paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika 

paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana 

pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia 

(Moeljatno, 2004: 130). 

Kemudian dijelaskan kembali di dalam pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut: 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  

a. Pencurian ternak.  
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b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau 

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 

kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.  

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ 

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.  

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.  

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah 

satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun (Moeljatno, 2004: 132). 

Setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk 

pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 

tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari pasal 362 KUHP. Kemudian 

dijelaskan kembali dalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut: 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.  

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun.  

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 

luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Moeljatno, 2004: 

133). 

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut: 

1. Unsur objektif  

a) Cara atau upaya yang dilakukan  

1) Kekerasan.  

2) Ancaman kekerasan.  

b) Yang ditujukan kepada orang.  

c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu 

adalah: 1) Sebelum.  

2) Pada saat.  
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3) Setelah (Moeljatno, 2004: 133) 

2. Unsur subjektif 

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang 

ditujukan: 

a) Untuk mempersiapkan pencurian.  

b) Untuk mempermudah pencurian.  

c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila 

tertangkap tangan.  

d) Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap berada 

ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan 

kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai 

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud 

untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk 

tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu 

dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan 

mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) 

KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan 

(Moeljatno, 2004: 134). 

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian degan 

kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini 

dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 

ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama 

dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP). 

Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini dijalan umum atau di dalam 

kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di 

dua tempat tadi sikorban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak 

pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, 

hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang 

sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga 

dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan (Chazawi, 2005: 157). 

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal 

dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal 

memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 

mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam 

Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun 

manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika 

korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman 
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pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup (Chazawi, 2005: 

158). 

Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan 

pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan 

yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang 

berbunyi :  

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena 

memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Moeljatno, 

2004: 138). 

 

Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam 

termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. 

Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan 

banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan 

normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Pelanggaran Undang-Undang ini 

merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum 

yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dinilai 

sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus 

diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa 

hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut 

(Chazawi, 2005: 160). 

 

KESIMPULAN  

Kejahatan berupa pembegalan dan perampokan sering terjadi karena lemahnya 

kontrol sosial dalam masyarakat. Faktor utama yang memotivasi pelaku mencakup 

ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Ketimpangan ekonomi 

mendorong individu untuk mencari jalan pintas, sementara kurangnya pendidikan 

memperparah kesenjangan sosial dan memengaruhi pola pikir pelaku. Upaya 

pencegahan membutuhkan peningkatan akses pendidikan dan pengentasan 

kesenjangan ekonomi untuk meminimalkan kejahatan serta dampak destruktifnya 

terhadap masyarakat. 

Kejahatan begal merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur 

dalam Pasal 365 KUHP. Begal dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, sering 

kali mengakibatkan luka atau kematian korban, sehingga dikenai sanksi berat berupa 

hukuman penjara hingga 15 tahun, bahkan hukuman mati. Tingginya angka kejahatan 

ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan putusan yang ringan, 

meskipun aturan normatifnya jelas. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi 

tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. 
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